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ABSTRAK

Dalam Pasal 235 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran disebutkan bahwa otoritas
pelabuhan, unit penyelenggara pelabuhan, badan usaha pelabuhan dan pengelola terminal khusus wajib
menanggulangi pencemaran yang diakibatkan oleh pengoperasian pelabuhan dan bertanggung jawab
menyediakan fasilitas penampungan limbah. Maksud penelitian ini untuk mengevaluasi seberapa jauh
pemanfaatan Reception Facilities di Pelabuhan Makassar dilihat dari aspek legalitas, sarana, prasarana,
SDM dan pengawasan kapal. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantatif menggunakan
pendekatan Importance Analysis dan Performance Analysis. Dari hasil penelitian dikemukakan bahwa di
Pelabuhan Makassar belum tersedia fasilitas penampungan limbah kapal, drum-drum yang berisi limbah
kapal berupa oli diambil oleh perusahaan khusus yang mendapat ijin untuk mengambil limbah kapal,
atau drum itu dibawa ke pangkalan sendiri untuk diolah maupun digunakan sendiri.

Kata kunci: fasilitas penampungan, limbah kapal, pelabuhan

ABSTRACT

In Article 235 of Law No. 17 of 2008 on Shipping stated that the port authority, port organizer units, enterprises
and managers of special terminal port shall handle the pollution caused by port operations and providing respon-
sible waste containment facilities. Purpose of this study was to evaluate the extent to which the use of Reception
Facilities in Makassar harbor seen from the aspect of legality, facilities, infrastructure, human resources and super-
visory board. This study uses descriptive quantitative analysis using the approach of Importance Analysis and
Performance Analysis. From the results of the study suggested that in the port of Makassar yet available reception
facilities, drums containing waste oil ship be taken by specialized companies that received permission to take the

waste vessel, or the drum was taken to base themself to be processed or used themself.

Keywords: reception facilities, , waste ship, port

PENDAHULUAN

Upaya pengelolaan limbah dari operasional kapal
secara internasional telah ditetapkan oleh Interna-
tional Maritime Organization (IMO) dalam International
Convention for The Prevention of Pollution from Ships,
1973 and The Protocol of 1978 Relatif There to yang
dikenal dengan istilah Marine Pollution Convention
(MARPOL) 73/78. Pemerintah Indonesia juga telah
meratifikasi peraturan tersebut berdasarkan Kepres
Nomor 46 Tahun 1986 tentang Pencegahan
Pencemaran dari Kapal.

Tindak lanjut Kepres tersebut adalah dengan
dikeluarkannya Keputusan Menteri Perhubungan
Nomor 215/ AL.506/PHB-X7 tentang Pengadaan
Fasilitas Penampungan Limbah dari Kapal-kapal
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(reception facilities). Secara khusus dalam Peraturan
Menteri Perhubungan tersebut mewajibkan 5 (lima)
pelabuhan utama yakni Belawan, Tanjung Priok,
Tanjung Perak dan Makasar telah memiliki fasilitas
penampungan limbah dari kapal selambat-
lambatnya 1 April 1988.

Dalam Pasal 235 Undang Undang Nomor 17 tahun
2008 tentang Pelayaran disebutkan bahwa Otoritas
Pelabuhan, Unit Penyelenggara Pelabuhan, Badan
Usaha Pelabuhan dan Pengelola Terminal Khusus
wajib menanggulangi pencemaran yang diakibatkan
oleh pengoperasian pelabuhan. Untuk menampung
limbah yang berasal dari kapal di pelabuhan,
Otoritas Pelabuhan, Unit Penyelenggara Pelabuhan,
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Badan Usaha Pelabuhan dan Pengelola Terminal
Khusus wajib bertanggung jawab menyediakan
fasilitas penampungan limbah. Berdasarkan
permasalahan diatas, perlu dikaji sampai seberapa
jauh pemanfaatan reception facilities di pelabuhan
Makassar.

Maksud dari kajian ini adalah untuk mengevaluasi
seberapa jauh pemanfaatan reception facilities di
pelabuhan Makassar dilihat dari aspek legalitas,
sarana, prasarana, SDM dan pengawasan kapal.
Sedangkan tujuannya adalah merumuskan upaya
pemanfaatan reception facilities secara optimal sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

TINJAUAN PUSTAKA

Pencemaran laut diartikan sebagai adanya kotoran
atau hasil buangan aktivitas makhluk hidup yang
masuk ke daerah laut. Sumber dari pencemaran
antara lain adalah tumpahan minyak, buangan dan
proses di kapal, buangan industri ke laut, proses
pengeboran minyak di laut, buangan sampah dari
transportasi darat melalui sungai, emisi transportasi
laut dan buangan pestisida dari pertanian. Polusi dari
tumpahan minyak di laut merupakan sumber
pencemaran laut yang selalu menjadi fokus
perhatian dari masyarakat luas, selain karena
termasuk kategori limbah bahan berbahaya dan
beracun (limbah B3), dampaknya akan sangat cepat
dirasakan oleh masyarakat sekitar pantai, dan
sangat signifikan merusak makhluk hidup di sekitar
pantai tersebut.

Kebijakan terkait dengan penampungan limbah
dari kapal

1. Undang Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang
Pelayaran mengatur tentang Pencegahan dan
Penanggulangan Pencemaran dari Kegiatan
Kepelabuhanan.

“Otoritas pelabuhan, Unit Penyelenggara
Pelabuhan, Badan Usaha Pelabuhan dan
Pengelola Terminal Khusus wajib menanggulangi

yang diakibatkan oleh pengoperasian
pelabuhan” (Pasal 235 Undang Undang Nomor
17 tahun 2008 tentang Pelayaran).

“Untuk menampung limbah yang berasal dari
kapal pelabuhan, Otoritas Pelabuhan, Unit
Penyelenggara Pelabuhan, Badan Usaha
Pelabuhan dan Pengelola Terminal Khusus wajib
bertanggung jawab menyediakan fasilitas
penampungan limbah” (Pasal 237 ayat 1 -
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Undang Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang
Pelayaran).

. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

109 tahun 2006 tentang Penanggulangan
Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut

Tanggung jawab dan biaya penanggulangan
tumpahan minyak telah diatur pada Bab V
tentang Biaya Penanggulangan tertuang pada pasal
11 dengan uraian sebagai berikut :

Setiap pemilik atau operator kapal, pimpinan
tertinggi pengusahaan minyak dan gas bumi
atau penanggung jawab kegiatan lain, yang
karena kegiatannya mengakibatkan terjadinya
tumpahan minyak di laut, bertanggung jawab
mutlak atas biaya :

a. penanggulangan tumpahan minyak di laut;

b. penanggulangan dampak lingkungan
akibat tumpahan minyak di laut;

c. kerugian masyarakat akibat tumpahan
minyak di laut;

d. kerusakan lingkungan akibat tumpahan
minyak di laut.

. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup

Nomor 03 tahun 2007 tentang Fasilitas
Pengumpulan dan Penyimpanan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun di Pelabuhan

Dalam upaya mencegah terjadinya pencemaran
lingkungan perairan laut oleh kapal, diperlukan
pengelolaaan di pelabuhan guna menjamin
keamanan lingkungan hidup. Pada bagian
berikut dikemukakan beberapa aturan yang
cukup penting dari Peraturan MENLH Nomor
03 tahun 2007 bahwa :

“Setiap pemilik dan/atau operator kapal dilarang
melakukan pembuangan limbah bahan
berbahaya dan beracun ke media lingkungan
hidup” (Pasal 2, Peraturan MENLH Nomor 03
tahun 2007).

“Setiap pelabuhan umum dan pelabuhan khusus
wajib menyediakan fasilitas pengumpulan dan
penyimpanan bahan berbahaya dan beracun
yang berasal dari kegiatan kapal” (Pasal 4 butir
1, Peraturan MENLH Nomor 03 tahun 2007).

Ratifikasi Marpol 73/78

Dalam upaya pencegahan pencemaran laut yang
disebabkan oleh operasional kapal, secara
internasional telah diatur dengan sebuah
konvensi internasional yang disebut “Interna-
tional Convention for the Prevention of Pollution
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from Ships 1973" yang saat ini lebih dikenal
dengan sebutan “Marpol 73/78".

Ratifikasi Marpol 73/78 di Indonesia betujuan
agar kapal-kapal melengkapi peralatan yang
berguna bagi penanganan limbah yang
ditimbulkan. Disamping hal tersebut konvensi
juga mengatur batasan-batasan kualitas dan
kuantitas limbah buangan kapal dan larangan
pembuangan benda-benda tertentu yang
mengganggu lingkungan serta fasilitas
penampungan limbah di kapal serta di
pelabuhan selambat-lambatnya sudah harus
terealisasi pada tanggal 1 April 1990. Pengadaan
fasilitas penampungan limbah tersebut
dilakukan dengan beban biaya dari masing-
masing pelabuhan bersangkutan. Keputusan ini
ditindaklanjuti di tingkat sub sektor dengan
pengaturan dari Direktur Jenderal Perhubungan
Laut.

METODOLOGI

Pengumpulan data untuk memperoleh informasi dari
responden dilakukan dengan menggunakan kuesioner
yang disusun sesuai variabel yang telah diidentifikasi.
Adapun tujuan dari penyebaran kuesioner menurut
Singarimbun, dkk adalah untuk memperoleh
informasi yang relevan sesuai dengan tujuan
penelitian dengan tingkat validitas yang tinggi.

Pengumpulan data primer meliputi tugas, peran
dan wewenang regulator dan operator sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Sedangkan pengumpulan data sekunder meliputi
data-data kepustakaan dari sumber terkait.

Proses analisis dan evaluasi, dilakukan secara
komprehensif melalui pendekatan deskriptif dan
statistik. Pendekatan deskriptif digunakan untuk
mengetahui sejauhmana peranan regulator dan
operator. Sedangkan pendekatan statistik
digunakan untuk menentukan skala prioritas peran
regulator dan operator.

Analisis kepentingan dan kinerja digunakan untuk
membandingkan sampai sejauhmana penerapan
manajemen pencegahan pencemaran dari kapal
yaitu dengan melihat tingkat kinerja suatu kegiatan
penerapan manajemen pencegahan pencemaran
dari kapal dirasakan oleh pengguna atau
pelanggannya apabila dibandingkan dengan tingkat
kepuasan yang diinginkan apabila dilakukan
penerapan manajemen pencegahan pencemaran
dari kapal secara tegas.
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Dalam kuesioner penelitian ini, importance analysis
akan dilakukan terhadap pertanyaan seberapa
penting faktor-faktor yang menjadi pertimbangan
konsumen dalam memutuskan untuk memilih atau
tidak sebuah produk. Untuk mengukur tingkat
kepentingan ini, digunakan skala Likert.

Untuk menentukan tingkat kepuasan konsumen
terhadap atribut atau faktor sebuah produk, perfor-
mance analysis akan diterapkan terhadap pertanyaan
mengenai seberapa puas konsumen terhadap atribut
atau faktor produk dan pelayanan yang diberikan
oleh penyedia jasa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penilaian

1. Penilaian Terhadap Kondisi Saat Ini / Perfor-
mance (Daya dukung)

Tabel 1. Aspek Legalitas

Responden
Nk
AspekLegdlitas PL | Sahb | Oitas| Pensim | Rata
Pdindo | andar | Peahue | Pllyaran | 2
han
L Pengiurantentangtanif pelayarn
perampurgan limbsh dari kapel sudsh
beridan dmganieikc i 3| 2 2 167| 192
saﬂdagnlaan:muk:::aﬂm 2 3 3 233| 258
3 Peaturan mergena pencegahan 4 2 3 300| 325
| pecenuran dehtummhanmimyak
4 Peraturanmergenal pencegatan 2 3 3 233| 258
percenaan dehbatan @irberaam
5 Peauran mergenal pencegahan
percermaran dehmstan bertahan 4 4 4 267| 367
chlambamesan L
6 Peaturan mergena pencegatan
percenaran dehlimbahketoran i 4 . e B
7. Peraturan mergenal pencegahan 4 4 -+ 367| 32
dl 1
8  Peraturan terhadap pengavasan 4 2 2 333| 283
perangiarpn percaranci kel
9. Peraturan terhadsp pengevasan
percararanokh bahan
kimiacairyang berbabaya dilbamjundah 4 2 2 300| 275
besar.
10 Peraturan untuk perogghan polus dar
bahan-behan berbehaya yang dbmwadeh 4 3 3 333 333
| beyul nelalui laut didambertik kenmasn
11. Peraturan untukpenoegahan perpena-an 4 3 3 367| 342
oléhhotran. dari
12 KedsiplinanKapal mentbuang limbeh 2 1 1 167 142
pach terpatyangditentulen
13 Perlinchngankeletarianlirglangan
dergan nencegeh nesulaya linheh cair
dari Jopal sesum betertuen IMD el 4 3 3 233| 308
korvers Marpd 73/78
14, Peraturan mergeri pengacien din
peenfatanfasilitas peranmpungn
limbahcair, barsifatmenglkat tatadap
selunvh plhakyangtariait untuk
rebaksaralen seca konsdeaven din 4 2 2 267| 267
kongsten

Sumber; Hasil Olahan
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Tabel 2. Aspek Prasarana

Responden
PT. Syahban- Otoritas Perushn. Nilai
Aspek Prasarana Pelindo dar Pelabu- | Pelayaran | Rata2
han
1. Memilki area yang cukup (sekurang-kurangnya 1 hektar
untuk kemudahan penanaman dan perdindungan dan situasi 3 5 5 1.33 3.58
darurat.
2. Area secarageologi dan geografis merupakan daerah bebas
banjir,longsor, dan genangan serta mempunyai system 5 5 5 2.67 442
drainase yang baik.
3. Memilki akses yang mudah dan terhadap berbagai
keperluan yang dibutuhkan seperti listrik uap dan 2 4 4 2.00 3.00
lainsebagainya.
4. Pengadaan fasilitas penampungan limbah sudah dibuat dan
ditempatkan sedemikian rupasehinggatidak 3 2 2 2.00 225
mengakibatkan keterlambatan bagi lapal.
5. Fasilitas penampungan dibuat dengan tipe yang bersifat
tetap dan dapat bergerak (mobile), yang memadai untuk 3 3 3 1.50 2.63
menampung limbah
6. Penyediaan saranadanprasarana fasilitas perampungan 2 3 3 2.00 2.50
limbah di pelabuhan sudah memenuhi persyaratan teknis.
7. Lokasi tempat fasilitas penampungan limbah mudah
dijangkau oleh kapal dan lebihstrategis. 3 4 4 1.67 317
8. Persyaratan teknis sarana dan prasarana penampungan 2 4 4 267 3.17
limbah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Kapasitas/dayatampung Reception Fasility di pelabuhan
sudah memenuhi syarat. 3 4 : L33 500
10. Limbah yangterdapat di Fasilitas Pengelolaan Limbah
(Reception Facilities) sudah dikelola sesuai dengan 3 1 1 233 183
peraturan yang berlaku. ' ’
11. Fasilitas persyaratan pembuangan limbah dari kapal yang
tersedia di pelabuhan. 3 3 g L
12. Kapasitas/dayatampung Reception Fasility di pelabuhan. 2 3 3 1.67 242
13. Lokasi yang digunakan untuk penampun gan limbah di
pelabuhan. 2 5 5 2.00 3.50
14. Fasilitas yang tersedia untuk menangani pembuangan
limbah dari kapal. 3 % 4 283 383
15. Lokasi tempat fasilitas penampungan limbah di pelabuhan
lebih strategis. R 5 5 200 | 350
Sumber: Hasil Olahan
Tabel 3. Aspek Sarana
Responden
b i Syahban- | Otoritas | Perushn. Nilai
Aspek Sarana Pelindo dar Pelabu- | Pelayaran | Rata2
han
1. Kapal menyediaan peralatan
pencegahan pencemaran dari kapal 5 4 4 2.50 3.88
tersedia secara lengkap dan telah
disyahkan oleh pemerintah.
2. Kapal menyediaan peralatan dan bahan
penaggulangan pencemarandari kapal 5 4 4 2.00 3.75
tersedia secara lengkap dan telah
disyahkan oleh masyarakat.
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Kapal memiliki bangunan peralatan, perlengkapan dan system yang memenuhi

p?['ast)aratan untuk pencegahan pencemaran perairan dari ruang mesin maupun ruang
m

4 4.00

425

Kapal telah dilengkapi persyaratan pencegahan dan penanggulangan pencemaran
oleh minyak sesuai ketentuan dalam MARPOL 73/78 Anex 1:

- Pemeriksaan dan sertifikasi

- Ruang kamarmesin

- Ruang muat untuk kapal tan ker

- Pencegahan pencemaran olehminyak

- Fasilitas Penampungan

- Anjungan terapung/tetap

4 3.50

413

Kapal telah dilenglapi persyaratan pengendalian pencemaran oleh bahan cair
beracun sesuai ketentuan dalam MARPOL 73/78 Anex |1 :

- Katagori bahan cair beracun

- Pemeriksaan dan sertifikasi

- Design, konstruksi, penataan dan perlengkapan

- Pengopperasian pembuangan sisa bahan air beracun

- Pengendalian oleh Port State Control

- Pencegahan pencemaran dari bahan cair beracun

- Fasilitas penampungan

4.25

Kapal telah dilenglapi persyaratan pencegahan dan penanggulangan pencemaran
oleh bahan berbahaya dalambentuk kemasan sesuai ketentuan dalam MARPOL
73/78 Anex111:
- Pengemasan/packing
- Pelebelan/penandaan
- Dokumentasi
- Pemuatan
- Pembatasan Kuantitas
- Pengecualian
Persyaratan Port State Control

4 3.50

413

Kapal telah dilengkapi persyaratan pencegahan dan penanggulangan pencemaran
oleh kotoran sesuai ketentuandalam MARPOL 73/78 Anex IV

- Pemeriksaan dan sertifikas

- Perlengkapan dan kendali pembuangan

- Fadlitas penampungan

4 4.00

425

Kapal telah dilengkapi persyaratan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan
kapal sesuai ketentuan dalam MARPOL73 /78 Anex V

- Pembuangan sampah dilvar/di dalam wilayahkhusus

- Ketentuan khususun tuk

- pembuangan smpah

- pengecualian

- Faslitas penampungan

- Persyaratan Port State Contrad

- Rencana manajemen sampah dan penyimpanan catatan sampah.

4 4.50

438

Kapal yang dioperasikan telah memenuhi persyaratan Anti Fouling Systems/AFS (anti
teritip)

4 4.50

438

Kapal yang dioperasikan telah memenuhi persyaratan Ballast Water Manajemen
(manajemen air ballast)

4 4.00

425

Kapal yang dioperasikan telah memenuhi persyaratan Performance Standard for
Protective Coating/ PSPC(satandar daya tahan pelindung anti lkarat)

4.25

10.

Pencegahan dan peranggulangan pencemaran dari kapal dilaksanakan sesual tatacara
dan persyaratan yang telah ditentukan

3 3.50

363

11

Persyaratan teknis sarana penampungan limbah

3 3.50

3.63

12,

Jumlah kapal yang berkunjung ke pelabuhan dibanding dengan sarana penampungan
yangtersedia

2 350

263

13.

Pengelolaan sarana penampungan limbah di pelabuhan dilakukan sesuai tatacara dan
persyaratan yang telah ditentukan.

2 4.50

14.

Pengelolaan sarana dan prasarana penampungan limbah di pelabuhan sudah berjalan
dengan baik

3 3.50

Sumber: Hasil Olahan
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Tabel 4. Aspek Sumber Daya Manusia

Responden
PT. Syahban- | Otoritas | Perushn. Nilai
Aspek Sumber Daya Manusia Pelindo dar Pelabu- | Pelayaran Rata?2
han
1. Pelayananpenanganan
pembuangan lim bah dari kapal * 3 ? 00 &0
oleh petugas
2. Penanganan pembuangan limbah
darikapal oleh petugas dilakukan 3 4 4 1.00 300
koordinasi dengan instansiterkait
3. Kesiapanpetugasdalam pe.]ayanan 3 3 5 1.50 2.63
penanganan pembuanganlimbah
darikapal.
4. Kedisiplinan petugas dalam
penanganan pembuanganlimbah 4 3 5 290 3.00
darikapal
5. Tanggungjawab petugas di.ilam 4 3 3 200 3.00
penanganan pembuanganlimbah
darikapal
6. Kompetensi SDM dalam . 4 3 3 1.50 2.88
penanganan pembuanganlimbah
darikapal
7. Kapal telah melaksanakan
pelatihan penanggu-langan
keadaan darurat apabila terjadi & 8 - 3-8 .
tumpahan minyak atau bahan cair
beracun.
8. Pelatihan penanggulangan 2 4 4 2 50 3.13

pencemaran dilakukan secara rutin
3 (tiga) bulan sekali.

9. Mekanisme pelaporan
pemanfaatan RF secara kontiniu 2 & 4 1.50 2.88

sudah dilakukan dengan baik.

10. Pengelola dapatmenerima atau
mervlgelo']a |Il"|"lba!1 yang berasa] ) 4 4 1.50 2.88
darikegiatan rutin operasional
kapal atau kegiatan penunjang
pelabuhan

11. Pihak penyedia jasa melarang
kepada pemilik kapal/operator 4 2 2 1.50 2.38
kapal menjual limbahoil ke
pedagang.

12. Pihak penyedia jasa pelayanan
penampunganlimbah memungut 2 2 2 2.00 2.00
biaya sesuai dengan peraturan

yang berlaku

13. Pihak penyedia
mem pertimbangkan akses jalan
bagi kendaraan, contohnya untuk
mengirim limbah kefasilitas
kepengelolanlimbah dipelabuhan

2 4 4 1.50 2.88

14. Kompetensi SDM dalam
penanganan pembuanganlimbah 2 4 4 2.00 3.00

darikapal sesuai dengan bidang
keahliannya.

15. Dalam pelaksanaannya,
pengoperasian reception facilities
ini seringkali terkendala oleh 3 3 3 2.00 2.75
banyak faktor yang menyebabkan
pengguna jasa belum
memanfaatkan secara optimal.

Sumber: Hasil Olahan
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Tabel 5. Aspek Pengawasan Kapal

Responden
PT. Syahban- | Otoritas | Perushn. Nilai
Aspek Pengawasan Kapal Pelindo dar Pelabu- | Pelayaran Rata2
han
1. Pengawasan terhadap pencemaranoleh 3 3 3 2.00 2.75
bahan kimia cair yang berbahaya
2. Penegakan hukum yang berkaitan
dengan penanganan lim bah secara jelas 4 3 3 2:50 2463
dan tegas
3. Reward dan penalty dalam pelaksanaan 2 2 2 1.50 1.88
pemantauan Reception Facilities
4. Mekanisme pelaporan pemanfaatan 2 4 4 2.00 3.00
Reception Facilities vang kontiniu.
5. Kelompokpedulilingkunganyang terkait
dalam pemantauan pencegahan ! d 2 230 288
pencemaran
6. Pengawasmemberlakuan larangan 2 2 2 2.00 2.00

menjual limbah oil ke pedagang

7. Pemberian sanksiadministratifkepada
setiapnakhoda atau penanggung jawab
yang tidak melaporkan kepada 4 4 4 2.00 3.50
syahbandar atau unsur pemerintah
apabila terjadi pencemaran yang
disebabkan oleh kapalnya.

8. Pengawasan dilakukan oleh Pejabatyang 3 3 3 1.50 2.63
berwenang atau Pengawas Lingkungan ’ :
Hid up

9. Pengawasan dilakukan secara ketatdan 3 3 3 3.00 3.00
disiplin

10. Pengawasan dilakukan secara tertib oleh 2 3 3 2.00 2.50

pihak yang berwenang
Sumber: Hasil Olahan

2. Penilaian Terhadap Kondisi Yang Diharapkan/Importance (Tingkat Kepentingan)
Tabel 6. Aspek Legalitas

Responden
z - Nilai
Aspek Legalitas PT. Syahban- | Otoritas | Perushn.
Pelindo | dar | Pelabu- | Pelayaran | R2t22
han
1. Pengaturan tentang tarif pelayanan
penampungan limbah dari kapal sudah berjalan 3 3 3 267 67
dengan baik.
2. Pengaturan tentang tarif pelayanan
penampungan limbah dari kapal sudah sesuai B ? 4 g A58
dengan ketentuan yang berlaku.
3. Peraturan mengenai pencegahan pencemaran 5 5 5 4.67 492
oleh tumpahan minyak.
4. Peraturan mengenai pencegahan pencemaran 5 5 5 4.33 4.83
oleh bahan cair beracun.
5. Peraturan mengenai pencegahan pencemaran 5 5 5 4.67 492
oleh muatan berbahaya dalam kemasan.
6. Peraturan mengenai pencegahan pencemaran 5 5 5 4.67 4.92
oleh limbah kotoran.
7. Peraturan mengenai pencegahan pencemaran 5 5 5 4.33 4.83
oleh sampah dan gas buang.
8. Peraturan terhadap pengawasan 5 + 5 4.67 4.67
penanggulangan pencemaran dari kapal

262 Volume 25, Nomor 4, April 2013



9. Peraturan terhadap pengawasan
penanggulangan pencemaran oleh bahan kimia
cair yang berbahaya dalam jumlah besar.

5.00

5.00

bahan berbahaya yang dibawa oleh kapal
melaluilautdalam bentuk kemasan.

10. Peraturan untuk pencegahan polusi dari bahan- 5

4.67

4.67

kotoran buangan dari kapal.

11. Peraturan untuk pencegahan pencemaran oleh 4

5.00

450

tempat yang ditentukan

12. Kedisiplinan Kapal membuang limbah pada 4

5.00

4.50

13. Perlindungan kelestarian lingkungan dengan

sesuai ketentuan IMO melalui konvensi Marpol
73/78

mencegah masuknya limbah cair dari kapal 5

4.67

492

14. Peraturan mengenai pengadaan dan
pemanfaatan fasilitas penampungan limbah cair

terkait untuk melaksanakan secara konsekwen
dan konsisten

, bersifat mengikat terhadap seluruh pihak yang 5

4.00

4.75

Sumber: Hasil Olahan

Tabel 7. Aspek Prasarana

Responden

PT.
Aspek Prasarana Pelindo

Syahban-
dar

Otoritas
Pelabu-
han

Perushn.
Pelayaran

Nilai
Rata2

1. Memilki area yang cukup (sekurang-
kurangnya 1 hektar untuk kemudahan 4
penanaman dan perlindungan dan situasi
darurat.

4.33

4.33

2. Area secara geologi dan geografis merupakan
daerah bebas banjir, longsor, dan genangan
serta mempunyai system drainase yang baik.

467

4.67

3. Memilki akses yang mudah dan terhadap
berbagai keperluan yang dibutuhkan seperti
listrik uap dan lainsebagainya.

4.33

4.08

4. Pengadaan fasilitas penampungan limbah
sudah dibuat danditempatkan sedemikian 5
rupa sehingga tidak mengakibatkan
keterlambatan bagi kapal

4.50

3.88

5. Fasilitas penampungan dibuat dengan tipe
yang bersifat tetap dan dapat bergerak 5
(mobile), yang memadai untuk menampung
limbah

450

4.13

6. Penyediaansarana dan prasarana fasilitas
penampungan limbah di pelabuhan sudah
memenuhi persyaratan teknis.

4.67

417

7. Lokasitempat fasilitas penampungan limbah 5
mudah dijangkau oleh kapal dan lebih
strategis

433

4,58

8. Persyaratan teknis sarana dan prasarana
penampungan limbah sudah sesuai dengan 5
ketentuan yang berlaku.

433

4.58

9. Kapasitas/daya tampung Reception Fasility 5
di pelabuhan sudah memenuhi syarat.

4.33

4.33
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10. Limbah yang terdapatdi Fasilitas Pengelolaan B 4 1 4.67 367
Limbah (Reception Facilities) sudah dikelola : ]
sesuai dengan peraturan yang berlaku,

11. Fasilitas persyaratan pembuangan limbah dari 5 4 3 4.33 4.08
kapal yang tersedia di pelabuhan

12. Kapasitas /daya tam pung Reception Fasility di 5 4 3 4.67 4.17
pelabuhan

13. Lokasiyang digunakan untuk penampungan 5 4 5 4.67 4.67
limbah di pelabuhan

14. Fasilitas yang tersedia untuk menangani 5 4 4 4.67 4.42
pembuangan limbah dari kapal

15. Lokasitempat fasilitas penampungan limbah di 5 5 5 4.67 4.92
pelabuhan lebih strategis

Sumber: Hasil Olahan
Tabel 8. Aspek Sarana
Responden
PT. Syahban- | Otoritas | Perushn. o
Aspek Sarana Pelindo dar Pelabu- | Pelayaran R:;ta
han

1. Kapal menyediaan peralatan pencegahan
pencemaran dari kapal tersedia secara 5 4 s 4.67 4,42
lengkap dan telah disyahkan oleh
pemerintah,

2. Kapal menyediaan peralatan dan bahan
penaggulangan pencemaran dari kapal 5 4 4 4.33 4.33
tersedia secara lengkap dan telah disyahkan
oleh masyarakat.

3. Kapal memiliki bangunan peralatan,
perlengkapan dan system yang memenuhi 5 5 4 4.67 4.67

persyaratan untuk pencegahan pencemaran
perairandari ruang mesin maupun ruang
muat

4. Kapal telah dilengkapi persyaratan
pencegahan dan penanggulangan
pencemaran oleh minyak sesuai ketentuan
dalam MARPOL73/78Anex 1:

- Pemeriksaan dan sertifikasi 5 5 4 4.67 4.67
- Ruang kamar mesin

- Ruang muat untuk kapal tanker

- Pencegahan pencemaran oleh minyak
- Fasilitas Penampungan

- Anjunganterapung/tetap

5. Kapal telah dilengkapi persyaratan
pengendalian pencemaran oleh bahan cair
beracun sesuaiketentuan dalam MARPOL
73/78 Anex I1:

- Katagori bahan cair beracun

- Pemeriksaan dan sertifikasi

- Design, konstruksi, penataandan 5
perlengkapan

- Pengoperasian pembuangan sisa bahan
cair beracun

- Pengendalianoleh Port State Control

- Pencegahan pencemaran dari bahan cair
beracun

- Fasilitas penampungan

4 4 5.00 4.50
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6. Kapaltelahdilengkapi persyaratan pencegahan
dan penanggulangan pencemaran oleh bahan
berbahaya dalam bentuk kemasan sesuai
ketentuan dalam M ARPOL 73 /78 Anex I11:
- Pengemasan/packing 5 4 4.00 450
- Pelebelan/penandaan
- Dokumentasi
- Pemuatan
- Pembatasan Kuantitas
- Pengecualian
- Persyaratan PortState Control
7. Kapaltelahdilengkapi persyaratan pencegahan
dan penanggulangan pencemaran oleh kotoran
sesuai ketentuan dalam MARPOL 73 /78 Anex IV 5 4 433 458
- Pemeriksaan dan sertifikasi
- Perlengkapan dan kendali pem buangan
- Fasilitas penam pungan
8. Kapaltelahdilengkapi persyaratan pencegahan
dan penanggulangan pencemarandari kapal
sesuai ketentuan dalam MARPOL 73/78 Anex V
- Pembuangan sampah diluar/didalam
wilayah khusus
- Ketentuan khusus untuk 5 4 5.00 475
- pembuangansampah
- pengecualian
- Fasilitas penampungan
- Persyaratan PortState Control
- Rencanamanajemensampah dan
penyim panan catatan sam pah.
9. Kapal yang dioperasikan telah mem enuhi
perl')sya):'atagn An]:::l Fouling Systems/AFS (anti 4 ¥ - =
teritip)
10.Kapal yang dioperasikan telah mem enuhi 4 4 4.67 442
persyaratan Ballast W ater Manajemen
(manajemen air ballast)
11.Kapal yang dioperasikan telah mem enuhi
persyaratan Performance Standard for 4 4 4.67 4.42
Protective Coating/PSPC (satandardaya tahan
pelindung anti karat)
12.Pencegahan dan penanggulangan pencemaran
dari kapal dilaksanakan sesuai tatacara dan 4 3 497 ¥az
persyaratan yang telah ditentukan
13.Persyaratan teknis sarana penam pungan limbah -+ 3 433 4.08
14.Jumlah kapal yang berkunjung ke pelabuhan 4 2 433 383
dibanding dengan sarana penampungan yang : :
tersedia.
15.Pengelolaan sarana penam pungan limbah di
pelabuhan dilakukan sesuai tatacara dan ¢ 2 sl =0
persyaratan yang telah ditentukan.
16.Pengelolaan sarana dan prasarana
penam pungan limbah di pelabuhansudah 2 ) 467 T
berjalan dengan baik.
Sumber: Hasil Olahan
Tabel 9. Aspek Sumber Daya Manusia
Responden
PT. | Syahban- | Otoritas | Perushn, | Nilai
Aspek Sumber Daya Manusia Pelindo dar Pelabu- | Pelayaran | Rata
han z
1. Pelayanan penanganan pembuangan 5 3 3 4.67 3.92
limbah dari kapaloleh petugas
2. Penanganan pembuangan limbah dari
kapal oleh petugas dilakukan koordinasi ? * * 433 .33
dengan instansi terkait
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3. Kesiapan petugasdalam pelayanan 5 3 3 4.67 3.2
penanganan pembuangan limbah dari kapal.

4. Kedisiplinan petugas dalam penanganan 5 3 3 4.67 3.92
pembuanganlimbah dari kapal

5. Tanggungjawab petugas dalam penanganan 5 5 3 4.67 4.42
pembuanganlimbah dari kapal

6. Kompetensi SDM dalam penanganan 5 5 3 4.33 4.33

pembuanganlimbah dari kapal
7. Kapaltelah melaksanakan pelatihan

penanggu-langan keadaan daruratapabila 5 ] 4 4.67 4.67
terjadi tumpahan minyak atau bahan cair
beracun.

8. Pelatihan penanggulangan pencemaran 5 4 4 4.67 4.42

dilakukan secara rutin 3 (tiga) bulansekali.

9. Mekanisme pelaporan pemanfaatan RF
secara kontiniu sudah dilakukan dengan
baik.

10. Pengelola dapat menerima atau mengelola
limbahyang berasaldari kegiatan rutin 5 g 4 4.33 4.08
operasional kapal atau kegiatan penunjang
pelabuhan

5 3 4 4.33 4.08

11. Pihak penyedia jasa melarang kepada
pemilik kapal/operator kapal menjual 5 3 2 4.67 3.67
limbahoil ke pedagang.

12. Pihak penyedia jasa pelayanan
penam pungan limbah memungut biaya
sesuai dengan peraturan yang berlaku

13. Pihak penyedia mem pertimbangkan akses
jalanbagi kendaraan, contohnya untuk 5 3 4 4.67 4.17
mengirim limbah kefasilitas kepengelolan
limbahdipelabuhan

4 3 2 4.67 3.42

14. Kompetensi SDM dalam penanganan
pembuanganlimbah dari kapal sesuai
dengan bhidang keahliannya

5 4 4 4.67 4.42

15. Dalam pelaksanaannya, pengoperasian
reception facilities ini seringkali terkendala
oleh banyak faktor yang menyebabkan 5 4 3 5.00 4.25
pengguna jasa belum memanfaatkan secara
optimal.

Sumber: Hasil Olahan
Tabel 10. Aspek Pengawasan Kapal

Responden

PT. Syahban- | Otoritas | Perushn. Nilai
Aspek Pengawasan Kapal Pelindo dar Pelabu- | Pelayaran | Rata
han 2

1. Pengawasan terhadap pencemaran oleh 5 5 3 4.67 4.42
bahan kimia cair yvang berbahaya

2. Penegakan hukum yang berkaitandengan 5 4 + 4.67 4.42
penanganan limbah secara jelas dan tegas

3. Reward dan penalty dalam pelaksanaan 5 4 3 4.33 4.08
pemantauan Reception Facilities

4. Mekanisme pelaporan pemanfaatan 5 4 3 5.00 425
Reception Facilities yang kontiniu.

5. Kelompok pedulilingkungan yang terkait
dalam pemantauan pencegahan
pencemaran

6. Pengawas memberlakuanlarangan 5 3 3 4.67 3.92
menjual limbah oil ke pedagang

7. Pemberian sanksi administratif kepada
setiap nakhoda atau penanggung jawab
yang tidak melaporkan kepada 5 3 A4 4.67 4.17
syahbandar atau unsur pemerintah
apabila terjadi pencemaranyang
disebabkan oleh kapalnya.

4 4 3 4.00 3.75

Volume 25, Nomor 4, April 2013



8. Pengawasan dilakukan oleh Pejabatyang 5 4 4 4.33 4.33
berwenang atau Pengawas Lingkungan Hidup

9. Pengawasan dilakukan secara ketatdan 5 4 4 4.67 4.42
disiplin

10. Pengawasan dilakukan secara tertib oleh pihak 5 3 3 4.67 3.92
yang berwenang

Sumber: Hasil Olahan

B. Pembahasan

Permasalahan pencemaran lingkungan di dalam
area kawasan pelabuhan khususnya dalam bentuk
limbah berminyak dari kapal terjadi karena pada
umumnya pelabuhan masih belum memiliki unit
penampung limbah dari kapal atau Reception Facili-
ties. Terjadinya penyaluran limbah kapal ke pihak
swasta yang ilegal karena pemilik kapal memperoleh
keuntungan ganda disamping ditampung, juga
memperoleh pendapatan karena limbahnya telah
dibeli penampung swasta.

Bagi pelabuhan yang telah memiliki Reception Facili-

ties juga muncul permasalahan yang disebabkan

antara lain :

- Rendahnya kesadaran untuk memakai jasa Re-
ception Facilities.

- Belum jelasnya perlindungan hukum terhadap
operasional Reception Facilities.

- Lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan
Reception Facilities.

- Rendahnya pengawasan dan sanksi terhadap
kapal yang membuang limbah di dalam area
perairan pelabuhan.

- Lemahnya koordinasi/tidak terpadu antar

instansi dan pihak pengelola pelabuhan.

- Rendahnya tingkat kesadaran pemilik kapal/
ABK kapal tentang tentang pentingnya
kelestarian lingkungan perairan pelabuhan.

- Adanya indikasi pemilik kapal/ABK
menyalurkan limbahnya ke sarana
penampungan limbah kapal yang dikelola pihak
swasta yang ilegal.

1. Kinerja Operasional Pelabuhan Makassar

Pelabuhan Makassar merupakan salah satu
pelabuhan terbesar di Kawasan Timur Indonesia,
terletak di jalur pelayaran Selat Makassar yang
merupakan jalur pelayaran internasional yang
sangat ramai di Indonesia. Pelabuhan Makassar
termasuk pelabuhan kelas utama yang telah
ditetapkan oleh pemerintah. Letak geografis
pelabuhan sangat strategis sehingga kapal-kapal
pelayaran internasional cenderung mengunjungi
pelabuhan ini dan merupakan tempat akumulasi
dan distribusi barang di Kawasan Timur Indonesia.

2. Kunjungan Kapal di Pelabuhan Makassar

Realisasi kunjungan kapal di Pelabuhan Makassar
dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 11. Kunjungan Kapal di Pelabuhan Makassar pada 5 (lima) Tahun Terakhir.

2010

' (bl | Pl e il | I T (!

0 Ny 5 ) 205392 1 i
MENURUT REGISTRASI 298 265
GT 2205392 2,370,052 2,003927 2,053,657 2,162,912
1. Asing Unit 200 203 192 166 175
GT 1615270 1,799,126 1,271,163 1,634,350 1,721,297
2. Nasional Unit 78 62 43 48 51
GT 311547 146,443 71,186 91,580 96,452
3. Khusus Unit 20 56 B84 38 40
GT 278575 424,483 661578 327,727 345,162
MENURUT REGULARITAS Unit 298 321 319 252 265
GT 2,205,392 2,370,052 2,003,927 2,053,657 2,162,912

Volume 25, Nomor 4, April 2013

267



Antar Pulau 3,453 3,313 3,234 3406
GT 15,978,792 | 16,584,359 | 16,146,435 | 17,762,969 | 18707959
a. Asing Unit 2,752 2,976 2,954 - -
GT 12,794,467 | 14,627,506 | 14704812 - -
b. Nasional Unit 137 - - 3.128 3,294
GT 804,479 - . 16,051,232 | 16905,158
c Khusus Unit 564 337 280 278 293
GT 2,379.8406 1956853 1,441,623 1711,737 1,802,801
3 Rakyat Unit 1,126 1,654 1,555 1554 1,637
GT 250679 227,317 206,375 201,745 212,478
4, Lain-Lain Unit 108 108 108 108 114

5,688

5,688 5,688 5 5,991

3. Importance-Performance Analysis

Pada proses analisis, dilakukan perhitungan dan
pemetaan kondisi pelayanan ketersediaan fasilitas
pembuangan limbah kapal di Pelabuhan Makassar.
Dari hasil pemetaan tersebut, terlihat variabel-
variabel yang sudah dianggap bagus dan variabel
yang perlu diperbaiki. Hasil penilaian responden
dipetakan ke dalam Importance-Performance .

5.10 - »
L]
: eh 4 pog

* “mﬂiaf
L)

015 Cc10
4.10 4 =] m“’g
E.Em

4.60 -

B
260 - - -
m2
310 — : ,
100 200 300 400 500

Gambar . Pemetaan hasil analisis [mportace
Performace
Keterangan :

Kuadran 1 (High Importance, Low Performance):

Pada posisi ini, jika dilihat dari kepentingan
konsumen, faktor-faktor produk atau pelayanan
berada pada tingkat tinggi. Tetapi, jika dilihat dari
kepuasannya, konsumen merasakan tingkat yang
rendah. Sehingga, konsumen menuntut adanya
perbaikan atribut tersebut. Untuk itu, pihak penyedia
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jasa harus menggerakkan sumber daya yang ada
dalam meningkatkan performansi atribut atau faktor
produk tersebut.

Kuadran 2 (High Importance, High Performance):

Pada posisi ini, jika dilihat dari kepentingan konsumen,
faktor-faktor produk atau pelayanan berada pada
tingkat tinggi. Dilihat dari kepuasannya, konsumen
merasakan tingkat yang tinggi pula. Hal ini menuntut
penyedia jasa untuk dapat mempertahankan posisinya,
karena faktor-faktor inilah yang telah menarik
konsumen untuk memanfaatkan produk tersebut.

Kuadran 3 (Low Importance, Low Performance):

Faktor-faktor yang berada pada kuadran ini kurang
berpengaruh bagi konsumen serta pelaksanaan oleh
penyedia jasa biasa saja, sehingga dianggap sebagai
daerah dengan prioritas rendah, yang pada dasarnya
bukan merupakan masalah.

Kuadran 4 (Low Importance, High Performance):
Pada posisi ini, jika dilihat dari kepentingan
konsumen atribut-atribut produk atau pelayanan
kurang dianggap penting, tetapi jika dilihat dari
tingkat kepuasannya, konsumen merasa sangat
puas.

4. Evaluasi Peraturan Perundangan
a. Aspek Legalitas

1) Undang Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang
Pelayaran

Dalam Undang Undang Nomor 17 tahun 2008
tentang Pelayaran Pasal 235 disebutkan bahwa
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“Otoritas pelabuhan, Unit Penyelenggara
Pelabuhan, Badan Usaha Pelabuhan dan Pengelola
Terminal Khusus wajib menanggulangi
pencemaran yang diakibatkan oleh pengoperasian
pelabuhan”, selanjutnya Pasal 237 ayat 1
disebutkan bahwa “Untuk menampung limbah
yang berasal dari kapal pelabuahan, Otoritas
Pelabuhan, Unit Penyelenggara Pelabuhan, Badan
Usaha Pelabuhan dan Pengelola Terminal Khusus
wajib bertanggung jawab menyediakan fasilitas
penampungan limbah”

Dari hasil wawancara kepada pihak Otoritas
Pelabuhan dinyatakan bahwa Pelabuhan
Makassar belum mempunyai fasilitas
pembuangan limbah kapal.

2) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor 03 tahun 2007 tentang Fasilitas
Pengumpulan dan Penyimpanan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun di Pelabuhan

Dalam Pasal 2, Peraturan MENLH Nomor 03
tahun 2007 disebutkan bahwa “Setiap pemilik
dan/atau operator kapal dilarang melakukan
pembuangan limbah bahan berbahaya dan
beracun ke media lingkungan hidup” (Pasal 2,
Peraturan MENLH Nomor 03 tahun 2007),
adapun Pasal 4 butir 1, Peraturan MENLH
Nomor 03 tahun 2007

“Setiap pelabuhan umum dan pelabuhan khusus
wajib menyediakan fasilitas pengumpulan dan
penyimpanan bahan berbahaya dan beracun
yang berasal dari kegiatan kapal”

Setelah dilakukan wawancara terhadap
pengelola pelabuhan dan pengamatan dapat
dikemukakan bahwa limbah dari kapal
khususnya oli kapal selama ini dibawa keluar
atau dibawa ke tempat poolnya sendiri untuk
digunakan sendiri.

Dari hasil wawancara dengan pihak pelabuhan:
belum adanya koordinasi dengan Kementeri
Negara Lingkungan Hidup
3) Ratifikasi Marpol 73/78

Dalam upaya pencegahan pencemaran laut yang
disebabkan oleh operasional kapal, secara
internasional telah diatur dengan sebuah
konvensi internasional yang disebut “Interna-
tional Convention for the Prevention of Pollution from

Ships 1973" yang saat ini lebih dikenal dengan
sebutan “Marpol 73/78”.

Ratifikasi Marpol 73/78 di Indonesia betujuan
agar kapal-kapal melengkapi peralatan yang
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berguna bagi penanganan limbah yang
ditimbulkan. Disamping hal tersebut, konvensi
juga mengatur batasan-batasan kualitas dan
kuantitas limbah buangan kapal dan larangan
pembuangan benda-benda tertentu yang
mengganggu lingkungan serta fasilitas
penampungan limbah di kapal serta di
pelabuhan selambat-lambatnya sudah harus
terealisasi pada tanggal 1 April 1990. Pengadaan
fasilitas penampungan limbah tersebut
dilakukan dengan beban biaya dari masing-
masing pelabuhan bersangkutan. Keputusan ini
ditindaklanjuti di tingkat sub sektor dengan
pengaturan dari Direktur Jenderal Perhubungan
Laut.

Dari hasil wawancara terhadap operator
perusahaan kapal ditemukan bahwa setiap kapal
sudah dilengkapi penampungan limbah kapal
berupa oli yang ditempatkan dalam drum.
Sehubungan belum adanya fasilitas
pembuangan limbah kapal di pelabuhan
Makasar, drum-drum yang berisi limbah oli
diambil oleh perusahaan khusus yang
mendapat ijin untuk mengambil limbah kapal,
atau drum itu dibawa ke pangkalan sendiri
untuk diolah maupun digunakan sendiri.

b. Aspek Sarana

Dilihat dari aspek sarana dapat dikatakan bahwa
kapal-kapal telah dilengkapi dengan sarana
pembuangan limbah kapal (oli) berupa Oil Water
Separator yang selanjutnya ditempatkan di drum-
drum, sehingga pada waktu kapal singgah di
pelabuhan, kapal tinggal mengeluarkan drum
limbah oli tersebut untuk dibuang atau diolah di luar
pelabuhan.

Sesuai dengan ketentuan pemerintah, mewajibkan
setiap kapal yang memiliki kapasitas lebih dari 35
gross ton (GT) harus tersedia Oil Water Separator
yang berfungsi memisahkan cairan minyak dan air.

c. Aspek Prasarana

Dilihat dari aspek prasarana dapat dikemukakan
bahwa di pelabuhan Makassar belum tersedia
fasilitas pembuangan limbah kapal, sehingga limbah
yang berasal dari kapal di bawa keluar pelabuhan.

Selama ini operator kapal yang keluar masuk melalui
pelabuhan itu lebih menjual limbah kapal hasil
kegiatan operasional kepada sejumlah pengepul
limbah di pelabuhan yang bersedia membeli limbah
bekas tersebut yang sudah mendapat izin dari KLH
maupun dari Kementerian Perhubungan.
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d. Aspek Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang khusus menangani
belum ada karena fasilitas pembuangan air
limbahnya belum ada. Adapun sumber daya
manusia yang terlibat dalam kegiatan pembauangan
limbah kapal yaitu dari KPLP, Kantor Syah Bandar
Makassar.

e. Aspek Pengawasan Kapal

Syahbandar bertugas mengawasi kegiatan
pengambilan maupun pengolahan limbah kapal di
pelabuhan guna menjaga keselamatan serta
menghindari terjadinya pencemaran kolam
pelabuhan dan perairan.

Pemilik kapal, operator kapal, atau perwakilan kapal
melakukan pemberitahuan (notifikasi) kepada syah
Bandar dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam
sebelum limbah bahan berbahaya dan beracun untuk
diambil oleh perusahaan yang telah mendapat izin.
Pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
belum terlihat.

KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dikemukakan bahwa di
Pelabuhan Makassar belum tersedia fasilitas
penampungan limbah kapal, drum-drum yang berisi
limbah oli diambil oleh perusahaan khusus yang
mendapat ijin untuk mengambil limbah kapal, atau
drum itu dibawa ke pangkalan sendiri untuk diolah
maupun digunakan sendiri. Dari hasil analisis
kepentingan dan kepuasan pengguna jasa dapat
dikatakan bahwa walaupun fasilitas penampungan
limbah kapal belum ada, mereka merasa bahwa
fasilitas penampungan limbah kapal keberadaannya
sangat penting di pelabuhan terlihat dari penilaian
para pengguna jasa yang menyebar dalam empat
kwadran.

Dari hasil wawancara dapat dikemukakan bahwa
dari aspek legalitas, kewajiban menyediakan fasilitas
penampungan limbah kapal sebagaimanan yang
diamantkan dalam UU No. 17 tahun 2008 belum
diterapkan di Pelabuhan Makassar, dari aspek
sarana, kapal-kapal telah dilengkapi dengan sarana
pembuangan limbah kapal (oli) berupa Oil Water
Saparator yang selanjutnya ditempatkan di drum-
drum, dari aspek prsarana dapat dikemukakan
bahwa di pelabuhan Makassar belum tersedia
fasilitas pembuangan limbah kapal, sehingga limbah
yang berasal dari kapal di bawa keluar pelabuhan,
begitu juga dengan sumber daya manusia yang
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khusus menangani belum ada karena fasilitas
pembuangan air limbahnya belum ada, adapun

untuk pengawasan pencemaran di pelabuhan
dilakukan oleh Syah Bandar .

B. Saran

a. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan kewajiban penyediaan
pembuangan limbah kapal sesuai dengan
peraturan yang telah ditetapkan.

b. Pemberian sanksi/penegakkan aturan bagi
Otoritas Pelabuhan, Unit Penyelenggara
Pelabuhan, Badan Usaha Pelabuhan dan
Pengelola Terminal Khusus yang tidak

melakukan kewajiban menanggulangi
pencemaran yang diakibatkan oleh
pengoperasian pelabuhan.

c. Otoritas Pelabuhan, Unit Penyelenggara
Pelabuhan, Badan Usaha Pelabuhan dan
Pengelola Terminal Khusus segera membuat
master plan fasilitas pembuangan air limbah.

d. Mengusulkan kebutuhan dana pembuatan
fasilitas pembuangan air limbah.

e. Menyediakan sarana dan prasarana yang
memadai terkait dengan fasilitas pembuangan
air limbah.

f. Melakukan banch marking terhadap pelabuhan
yang sudah mempunyai fasilitas pembuangan
limbah kapal untuk mengetahui kendala-
kendala yang dihadapi.

8. Berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan
Hidup dan Pemerintah Daerah setempat untuk
mewujudkan fasilitas pembuangan air limbah.

h. Melakukan sosialisasi kepada operator kapal
tentang adanya fasilitas pembuangan air limbah..

i. Menyiapkan SDM yang berkompeten untuk
mengoperasionalkan fasilitas pembuangan air
limbah.
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